


WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/2602/HK/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar menyusun Rencana
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai dokumen
perencanaan Periode 1 (satu) tahun yang memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun
rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
Tahun 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) , sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Denpasar Nomor 3);

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Wewenang Penanda tanganan Keputusan
Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah ( Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7 );

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi
Pamong Praja ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2021 Nomor 55 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun
2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2022 Nomor 24) ;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar Tahun 2024;

b. menyiapkan data dan informasi perencanaan
pembangunan Daerah (urusan bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan urusan bidang
pengedalian penduduk, keluarga berencana).

Cc. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar Tahun 2024;

d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar Tahun 2024;

e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Denpasar.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Nopember 2022

an. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
~AaN Fanlindungan Anak , Pengendalian
ndUMdan Keluarga Berencana Kota

Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311199503 2 001

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth 1. Walikota Denpasar

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
. Inspektur Kota Denpasar

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

3
4
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6
7. Arsip.

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 23 NOPEMBER 2022

NOMOR : 188.45 /2602/ HK / 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penasehat

Pembina

Ketua

Sekretaris

Anggota

—

TAHUN 2024

Walikota Denpasar
Wakil Walikota Denpasar

Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Denpasar

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

Kota Denpasar

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Denpasar

Sekretaris Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Denpasar

3.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
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Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas
Keluarga Data Dan Informasi Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,Penyuluhan
dan Penggerakan Pada Dinas. Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahtraan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Jabatan Fungsional Tertentu Perencana Ahli Muda
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana.

an. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
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; sti Agung Sri Wetrawati,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311199503 2 001
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR :
188.45 /2602/ HK | 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA DENPASAR TAHUN 2024




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hayang Widhi Wasa /
Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Wara Nugraha-Nya, Rankhir Rencana Kerja
Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2023

telah kami susun.

Rankhir Renja Perubahan Tahun 2024 ini bersifat menyeluruh dan terukur
serta menyelaraskan rencana yang dihasilkan melalui rapat perencanaan di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Penetapan Rencana Kerja
Perubahan TA 2024 ini menjadi produk hukum dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, sehingga mengikat semua

pihak untuk melaksanakannya.

Namun dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Rankhir
Renja Perubahan Tahun 2024 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami
mengharapkan saran-saran dan kritik yang dapat kami pergunakan untuk

melakukan review sehingga Renja ini semakin baik dan lengkap.

Denpasar, 11 Juli 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

NIP : 19660311 199503 2 001
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BAB |
PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Laki laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki
hak untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat
pembangunan yang setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan
permasalahan masing-masing sehingga mereka mendapatkan keadilan dan
kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak adalah lebih
dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga merupakan hal
yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan dan
anak merupakan aset dan potensi pembangunan.

Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia telah setara antara laki-laki
dan perempuan, maka digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang
menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan
pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil
kesebjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula
kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan atau
kesenjangan gender.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Denpasar tahun
2014 hingga tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Namun, peningkatan
tersebut belum dapat mencapai angka yang memperlihatkan kesetaraan
pembangunan perempuan dan laki-laki (belum mencapai angka mutlak 100). Akan
tetapi, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi
Bali dan Nasional (Indonesia), nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota
Denpasar lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan target Dinas Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan dan Anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota
Denpasar selalu melebihi target selama kurun waktu tahun 2014-2019. Hal tersebut
menandakan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) di
Kota Denpasar cukup baik.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar tahun
2014 hingga tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan. Jika dibandingkan
dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali dan Nasional
(Indonesia), nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Denpasar lebih rendah.

Hal ini menggambarkan partisipasi perempuan Kota Denpasar di bidang sosial,



politik, dan ekonomi masih belum optimal jika dibandingkan perempuan Provinsi Bali
dan Indonesia secara umum. Adanya pandemi covid-19 berpotensi semakin
memperburuk kondisi pemberdayaan perempuan karena ekonomi nasional terkena
dampak yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk menstimulasi
perempuan untuk dapat berperan lebih aktif di bidang sosial, politik, dan ekonomi
termasuk mensiasati bagaimana mendorong peran aktif perempuan dimasa pandemi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, utamanya kasus kekerasan seksual anak. Hanya sebagian keclil
kasus kekerasan yang dilaporkan, karena adanya anggapan bahwa kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak adalah masalah domestik dalam keluarga. Selain itu
faktor ketidaktahuan dan sulitnya akses menyebabkan masyarakat enggan untuk
melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Walaupun ada jaminan perundang-
undangan yang melindungi warga Negara khususnya perempuan dan anak namun
kasus perempuan dan anak semakin bertambah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan
rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial
yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, menjelaskan bahwa anak dalam situasi
dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkotika, anak pengungsi,
anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang
menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya wajib dilindungi oleh
negara.

Pemenuhan Hak Anak merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah melalui
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Dalam Bidang Pemenuhan Hak Anak
mencangkup tiga bidang yang menjadi wewenang antara lain hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan alternatif, kesehatan dasar dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya. Upaya pemenuhan
hak anak ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral

dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menyangkut “pembangunan



sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing” dan mendukung revolusi
mental dan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga
Kencana) merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan
kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain
dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan
dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga
bahagia sejahtera dan berkualitas dan terkendalinya mobilitas penduduk.
Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang
penduduknya paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi.

Sejak 1 Januari 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah
melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban yang dijabarkan
melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan,
standar organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Dinas Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana -
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat
dan daerah.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Denpasar yang sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD
Provinsi Bali, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan

usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.



Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dengan
Dokumen Perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3465);

3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahub 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara 5063);

10.Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

11.Undang - Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4
tahun 1974 ;

12.Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lanjut Usia Nomor 13 tahun
1998;

13.Undang-Undang Republik Indonesia tantang hak Azasi Manusia Nomor 39
tahun 1999 ;

14. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23
tahun 2002 ;

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

16. Undang-undang Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Nomor 17 Tahun 2007;

17. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23.Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi
Anak;

24. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan
Anak;

25. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita
Dalam Pembangunan di Daerah;

26. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Kualitas Anak;

27.Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional;

28.Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi
Kreatif;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan PUG di Daerah;

30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Denpasatr;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja pemerintah Daerah;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);



33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembanguan dan Keuangan
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

34.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

35.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-
2024 ;

36. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik
Indinesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 ;

37. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Denpasar;

38. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar;

39. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2021 Nomor 30);

40.Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan

Gender.

.3 Maksud dan Tujuan
1. Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Kota
Denpasar Tahun 2024 adalah Renja Tahun kedua sebagai upaya untuk
mencapai visi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Kota
Denpasar tahun 2021-2026 yaitu: KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA
MENUJU DENPASAR MAJU. Proses pemerintahan yang baik pemanfaatan
sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan
sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terarahnya proses
pengembangan ekonomi serta kemampuan masyarakat, sehingga tercapainya

tujuan pelayanan publik.



I.4. Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Denpasar Kota Denpasar 2024 adalah sebagai berikut.

I. BAB |

II. BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

.2 Landasan hukum
.3 Maksud dan tujuan

.4 Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA

DENPASAR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
Tahun 2024

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

PENUTUP



BAB Il
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN
BULAN APRIL 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Denpasar Tahun 2024 dengan
jumlah anggaran Belanja Tahun 2024 Rp.19.930.874.274,- dengan 10 program
dan 25 kegiatan. Capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan April Tahun
2023 Rp 3.467.309.729 (17,40% dari yang ditargetkan 30%) dengan target fisik
40%, realisasi fisik mencapai 31%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai
berikut.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

Kode Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Tahun 2024 Realisasi sampai dengan
Pemerintahan Daerah April 2024
dan Program/ Kegiatan . .
Kuantitas Jumlah (Rp) Kuantitas Jumlah (Rp)
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB 22,670,215,433
YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
08 URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 14,226,740,233
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
08 | 01 PROGRAM PENUNJANG 100% 100%
URUSAN 12,380,904,283
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
08 | 01 | 2.02 Administrasi Keuangan 100% 100%
Perangkat Daerah 8,281,516,849
08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 38 38
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Orang/bulan 8,281,516,849 | Orang/bulan 2,559,210,834
Tunjangan ASN
08 | 01 | 2.06 Administrasi Umum Penyediaan Jasa Penunjang 100% 100%
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan 591,701,250
Daerah
08 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 4 Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 384,804,250 120,571,500
Disediakan
08 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan 4 Paket 1 Paket
Rumah Tangga Rumah Tangga yang 20,385,000 8,250,500
Disediakan
08 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 2 Paket 1 Paket
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 60,534,000 18,741,500
Penggandaan yang Disediakan
08 | 01 | 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 4 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 125,978,000 5,025,000
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
08 | 01 | 2.07 Pengadaan Barang Milik 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan 235,181,000
Pemerintah Daerah
08 | 01 | 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin 37 unit 9 unit
Mesin Lainnya lainnya yang diadakan 235,181,000 99,014,500
08 | 01 | 2.08 Penyediaan Jasa Penyediaan Peralatan dan 100% 100%
Penunjang Urusan Perlengkapan Kantor yang 2,406,935,184
Pemerintahan Daerah disediakan,Jumlah
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga, Jumlah
Jasa yang disediakan
08 | 01 | 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 3 Laporan 1 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya | Jasa Komunikasi, Sumber 111,600,000 28,609,846
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
08 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 4 Laporan
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum 2,295,335,184 450,858,648
Kantor Yang disediakan
08 | 01 | 2.09 Pemeliharaan Barang Milik | Jumlah pemeliharaan barang 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan | milik negara 865,570,000
Pemerintahan Daerah
08 | 01 | 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 Unit 1 Unit
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau 40,100,000 11,770,900
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
08 | 01 | 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 72 Unit 72 Unit
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan 501,970,000 111,133,700
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Perizinannya
Lapangan
08 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel 1 unit 1 unit
10,000,000 -
08 | 01 | 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 78 Unit 78 Unit
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara 67,500,000 8,650,000
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08 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit 3 Unit -
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 220,000,000
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
08 | 01 | 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 3 unit 3 unit
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 26,000,000 1,455,000
Pendukung Gedung atau Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
08 02 PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN 680,411,000
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
08 | 02 | 2.01 Pelembagaan Jumlah advokasi Penguatan 36 36
Pengarusutamaan Gender Kelompok Kerja PUG, Driver, Perangkat 70,708,500 Perangkat
(PUG) pada Lembaga Tim Teknis dan Focal Point. Daerah Daerah
Pemerintah Kewenangan Pemilihan Perangkat daerah,
Kabupaten/Kota Desa dan Kelurahan
pelaksana PUG terbaik.
Terbentuknya Desa Ramah
Perempuan dan Anak
08 | 02 | 2.01 0003 | Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah 36 36
Pendampingan yang Mengikuti Advokasi Perangkat 29,704,500 Perangkat
Pelaksanaan PUG Kebijakan dan Daerah Daerah
termasuk PPRG Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 | 02 | 2.01 0004 | Sosialisasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah 36 36
Pelaksanaan PUG yang Mengikuti Sosialisasi Perangkat 41,004,000 Perangkat 840,000
Termasuk PPRG Kebijakan Pelaksanaan Daerah Daerah
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 | 02 | 2.02 Pemberdayaan 9 Dokumen -
Perempuan Bidang Politik, 609,702,500 -
Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 | 02 | 2.02 0001 | Sosialisasi Peningkatan -Persentase Anggaran
Partisipasi Perempuan di Responsif Gender di 609,702,500
Bidang Politik, Hukum, Perangkat Daerah, Desa dan
Sosial dan Ekonomi Kelurahan
08 | 03 PROGRAM 100 % 100 %
PERLINDUNGAN 301,127,100
PEREMPUAN
08 | 03 | 2.01 Pencegahan Kekerasan Meningkatnya cakupan 100 % 100 %
Terhadap Perempuan Stakeholder dan masyarakat 139,320,100
Lingkup Daerah yang mendapat KIE terkait
Kabupaten/Kota KtP termasuk TPPO
08 | 03 | 2.01 0001 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 1 Dokumen
Sinkronisasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 139,320,100 20,756,000
Kebijakan, Program dan Pelaksanaan Kebijakan,
Kegiatan Pencegahan Program dan Kegiatan
Kekerasan Terhadap Pencegahan Kekerasan
Perempuan Lingkup Terhadap Perempuan
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 | 03 | 2.02 Penyediaan Layanan Cakupan Penyediaan 100% 100%
Rujukan Lanjutan bagi Layanan Rujukan Lanjutan 116,300,000
Perempuan Korban bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Kekerasan yang Memerlukan
Memerlukan Koordinasi Koordinasi Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan 100 15 Layanan
Sinkronisasi Pelaksanaan Layanan 116,300,000 1,968,000
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 | 03 | 2.03 Penguatan dan Cakupan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga 45,507,000
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kab./Kota
Kabupaten/Kota
08 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya 30 Orang 30 Orang
Sumber Daya Lembaga Manusia Lembaga Penyedia 45,507,000 43,570,000

Penyedia Layanan
Penanganan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Layanan Penanganan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Mendapat Peningkatan
Kapasitas
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08 | 04 PROGRAM Persentase Desa/Kelurahan 4.60% 4.60%
PENINGKATAN yang dapat melaksanakan 24,529,350
KUALITAS KELUARGA Pendampingan Kualitas
Keluarga (Terbentuk
PUSPAGA Desa/Lurah)
08 | 04 | 2.01 Peningkatan Kualitas Jumlah Peningkatan Kualitas 100% 100%
Keluarga dalam Keluarga dalam Mewujudkan 10,062,300
Mewujudkan Kesetaraan Kesetaraan Gender (KG)
Gender (KG) dan Hak dan Hak Anak Tingkat
Anak Tingkat Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
08 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Jumlah Komunikasi, 1 Dokumen -
Informasi dan Edukasi KG Informasi, Edukasi (KIE) 10,062,300
dan Perlindungan Anak Kesetaraan Gender (KG)
bagi Keluarga dan Perlindungan Anak bagi
Kewenangan Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Tersedia
08 | 04 | 2.02 Penguatan dan Cakupan Penguatan dan 100% 100%
Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga 14,467,050
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup
Keluarga dalam Anak Kewenangan
Mewujudkan KG dan Hak Kabupaten/Kota
Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
08 | 04 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Jumlah sumberdaya 100 Orang -
Sumber Daya Lembaga Lembaga Penyedia Layanan 14,467,050
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat
Keluarga Tingkat Daerah Peningkatan Kapasitas
Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 | 05 PROGRAM Persentase Data Terpilah 20% 20%
PENGELOLAAN SISTEM Gender dan Anak pada OPD 71,348,400
DATA GENDER DAN
ANAK
08 | 05 | 2.01 Pengumpulan, Pengolahan | Jumlah peserta bimtek 2 Dokumen -
Analisis dan Penyajian Penyusunan Data Terpilah 71,348,400
Data Gender dan Anak OPD, jumlah peserta bimtek
Dalam Kelembagaan Data Penyusunan Data Terpilah
di Tingkat Daerah Desa/Kel ,Jumlah Profil
Kabupaten/Kota Kekerasan Perempuan dan
Anak
08 | 05 | 2.01 0001 | Penyediaan Data Gender Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen -
dan Anak di Kewenangan Gender dan Anak 23,848,400
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Tersedia
08 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyajian dan Jumlah Dokumen Penyajian 1 Dokumen -
Pemanfaatan Data Gender dan Pemanfaatan Data 47,500,000
dan Anak dalam Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Kelembagaan Data di
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 | 06 PROGRAM PEMENUHAN Cakupan Indikator KLA Utama Utama
HAK ANAK (PHA) 531,061,100
08 | 06 | 2.01 Pelembagaan PHA pada Cakupan Pelembagaan PHA
Lembaga Pemerintah, pada Lembaga Pemerintah, 401,874,000
Nonpemerintah, dan Dunia | Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 | 06 | 2.01 0001 | Advokasi Kebijakan dan Jumlah Organisasi 13 13
Pendampingan Pemerintah, Non Organisasi 89,695,000 Organisasi 30,195,000
Pemenuhan Hak Anak Pemerintah, Media dan
pada Lembaga Dunia Usaha yang Mendapat
Pemerintah, Non Advokasi Kebijakan dan
Pemerintah, Media dan Pendampingan Pemenuhan
Dunia Usaha Kewenangan | Hak Anak pada Organisasi
Kabupaten/Kota Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
08 | 06 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen -
Sinkronisasi Pelembagaan Koordinasi dan Sinkronisasi 312,179,000 -
Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan Pemenuhan
Kewenangan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 | 06 | 2.02 Penguatan dan Cakupan Penguatan dan 100% 100%
Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga 129,187,100
Penyedia Layanan Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup
Hidup Anak Kewenangan Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 | 06 | 2.02 0001 | Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang 100 Orang 100 Orang
Peningkatan Kualitas Mendapatkan Layanan 79,149,350 30,543,350
Hidup Anak Kewenangan Peningkatan Kualitas Hidup
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
08 | 06 | 2.02 0003 | Pengembangan Jumlah Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen
Komunikasi, Informasi dan Komunikasi Informasi dan 43,999,750 5,307,500

Edukasi Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat

Edukasi (KIE) Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
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Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 | 06 | 2.02 | 0004 | Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen
Lembaga Penyedia Penguatan Jejaring Antar 6,038,000 5,642,000
Layanan Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan
Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Hidup
Tingkat Daerah Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
08 | 07 PROGRAM Persentase Anak Korban 100% 100%
PERLINDUNGAN Kekerasan yang Mendapat 237,359,000
KHUSUS ANAK layanan konprehensif
08 | 07 | 2.02 Penyediaan Layanan bagi Meningkatnya Pelayanan
Anak yang Memerlukan Korban Kekerasan Anak, 119,180,000
Perlindungan Khusus yang | TPPO, ABH
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
08 | 07 | 2.02 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Jumlah AMPK yang 100 40 Layanan
Layanan AMPK mendapat layanan Layanan 119,180,000 7,316,000
08 | 07 | 2.03 Penguatan dan Jumlah Penyediaan 2 Dokumen -
Pengembangan Lembaga Layanan Bagi anak yang 118,179,000
Penyedia Layanan bagi memerlukan Perlindungan
Anak yang Memerlukan Khusus yang memerlukan
Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Derah
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Kabupaten/Kota
08 | 07 | 2.03 | 0005 | Penguatan jejaring antar Jumlah kegiatan kerjasama 1 kegiatan -
lembaga penyedia layanan | antar lembaga penyedia 49,159,000 -
perlindungan bagi AMPK layanan AMPK
tingkat daerah
kabupaten/kota
08 | 07 | 2.03 0006 | Peningkatan kapasitas Jumlah SDM penyedia 90 orang -
SDM lembaga penyedia layanan yang terlatih dan 69,020,000 -
layanan perlindungan dan mendapatkan sertifikat
penanganan bagi AMPK perlindungna dan
tingkat daerah kabupaten/ penanganan AMPK
14 URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG 8,443,475,200
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
14 | 02 PROGRAM -Persentase Rumah Data
PENGENDALIAN Kependudukan Paripurna 219,800,000
PENDUDUK yang terbentuk di Kampung
KB
14 | 02 | 2.02 Pemetaan Perkiraan Cakupan Pemetaan
Pengendalian Penduduk Perkiraan Pengendalian 219,800,000
Cakupan Daerah Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
14 | 02 | 2.02 0011 | Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi 9 Dokumen 1 Dokumen
Informasi Keluarga Keluarga yang Tersedianya 86,000,000 5,175,000
14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Jumlah laporan Pencatatan 2 Laporan -
Pengumpulan Data dan Pengumpulan data 121,800,000 -
Keluarga Keluarga
14 | 02 | 2.02 0013 | Pengolahan dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
Pelaporan Data Pengolahan dan Pelaporan 12,000,000 1,500,000
Pengendalian Lapangan Data Pengendalian
dan Pelayanan KB Lapangan dan Pelayanan KB
14 | 03 PROGRAM PEMBINAAN Persentase Kebutuhan ber
KELUARGA BERENCANA | KB yang Tidak Terlayani( 3,490,245,200
(KB) Unmetneed )
14 | 03 | 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Cakupan Pelaksanaan 100% 100%
Komunikasi, Informasi dan | Advokasi, Komunikasi, 740,852,200
Edukasi (KIE) Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk dan
dan KB Sesuai Kearifan KB sesuai kearifan Budaya
Budaya Lokal lokal
14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program Jumlah laporan hasil 6 Laporan 1 Laporan
KKBPK pengendalian program 140,000,000 20,940,000
KKBPK
14 | 03 | 2.01 0010 | Pengelolaan Operasional Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 1 Laporan
dan Sarana di Balai Pengelolaan Operasional 49,600,000 9,930,000
Penyuluhan Bangga dan Sarana di Balai
Kencana Penyuluhan Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)
14 | 03 | 2.01 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Jumlah Laporan Mekanisme 3 Laporan 1 Laporan
Operasional Program Operasional Program 82,700,000 11,720,000
Bangga Kencana melalui Bangga Kencana
Rapat Koordinasi (Pembangunan Keluarga,
Kecamatan (Rakorcam), Kependudukan, dan
Rapat Koordinasi Desa Keluarga Berencana) Melalui
(Rakordes), dan Mini Rapat Koordinasi Kecamatan
Lokakarya (Minilok) (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosidan KIE Program Jumlah Dokumen Promosi 7 dokumen 4 dokumen
Bangga Kencana Melalui dan KIE Program Bangga 150,000,000 73,850,000

Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media
Luar Ruang

Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)
Melalui Media Massa Cetak
dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
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14 | 03 | 2.01 | 0013 | Komunikasi, Informasi dan Jumlah Dokumen 6 dokumen 4 dokumen
Edukasi (KIE) Komunikasi, Informasi dan 92,574,200 47,316,200
ProgramBangga Kencana Edukasi (KIE) Program
sesuai Kearifan Budaya Bangga Kencana
Lokal (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga Jumlah Organisasi yang 4 -
kencana oleh pokja Mendapatkan Advokasi organisasi 225,978,000 -
advokasi kepada Program Bangga Kencana
Stakeholders dan Mitra (Pembangunan Keluarga,
Kerja Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
14 | 03 | 2.02 Pendayagunaan Tenaga Cakupan Pemberdayaan 100% 100%
Penyuluh KB/Petugas Tenaga 301,000,000
Lapangan KB (PKB/PLKB) PenyuluhKB/Petugas
Lapangan KB( PKB/PLKB )
14 | 03 | 2.02 0004 | Penggerakan Kader Jumlah Kader yang 43 orang 43 orang
Institusi Masyarakat Mengikuti Penggerakan 129,000,000 38,700,000
Pedesaan (IMP) Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
14 | 03 | 2.02 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan -
Penyuluhan, Penggerakan, | Penguatan Pelaksanaan 172,000,000
Pelayanan dan Penyuluhan, Penggerakan,
Pengembangan Program Pelayanan dan
Bangga Kencana untuk Pengembangan Program
Petugas Keluarga Bangga Kencana
Berencana/Penyuluh (Pembangunan Keluarga,
Lapangan Keluarga Kependudukan dan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB) Berencana) untuk Petugas
Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
14 | 03 | 2.03 Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan 2,383,243,000
Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang 2.515 324 orang
Penggunaan Metode Mengikuti Kesertaan orang 770,485,000 99,070,000
Kontrasepsi Jangka Penggunaan Metode
Panjang (MKJP) Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
14 | 03 | 2.03 0006 | Penyediaan Sarana Jumlah unit Sarana 43 unit 43 unit
Penunjang Pelayanan KB Penunjang Pelayanan KB 1,502,808,000
14 | 03 | 2.03 0008 | Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 1 Laporan
Keluarga Berencana dan Pembinaan Pelayanan 45,000,000 5,850,000
Kesehatan Reproduksi di Keluarga Berencana dan
Fasilitas Kesehatan Kesehatan Reproduksi di
Termasuk Jaringan dan Fasilitas Kesehatan
Jejaringnya Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
14 | 03 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kompetensi Jumlah Tenaga Pelayanan 100 orang 100 orang
Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan 64,950,000
Keluarga Berencana dan Kompetensi Tenaga
Kesehatan Reproduksi Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
14 | 03 | 2.04 Pemberdayaan dan Pelaksanaan dan 100% 100%
Peningkatan Peran Serta Pengelolaan KKBPK di 65,150,000
Organisasi Kampung KB
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
14 | 03 | 2.04 0002 | Integrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen -
Lintas Sektor di Kampung Integrasi Pembangunan 3,750,000
KB Lintas Sektor di Kampung
KB
14 | 03 | 2.04 0006 | Pelaksanaan dan Jumlah Kampung KB yang 4 Kampung -
Pengelolaan Program Mengikuti Pelaksanaan dan 61,400,000
Bangga Kencana di Pengelolaan Program
Kampung Keluarga Bangga Kencana
Berkualitas (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di
Kampung KB
14 | 04 PROGRAM Persentase Keluarga yang 16% 16%
PEMBERDAYAAN DAN melaksanakan Pengasuhan 4,733,430,000
PENINGKATAN dan Pendampingan
KELUARGA SEJAHTERA Pembentukan Karakter
(KS) (BKB,BKR,BKL)
14 | 04 | 2.01 Pelaksanaan Cakupan Pelaksanaan 100% 100%
Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga 502,530,000
Melalui Pembinaan melalui Pembinaan
Ketahanan dan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
14 | 04 | 2.01 0018 | Pengadaan Sarana Cakupan Pelaksanaan 25 Unit -
Kelompok Kegiatan Pembangunan Keluarga 300,000,000

Ketahanan dan

melalui Pembinaan
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Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA)

Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

14 | 04 | 2.01 | 0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah Kader yang 128 orang -
Pelaksana/Kader Mengikuti Orientasi/Pelatihan 202,530,000 300,000
Ketahanan dan Teknis Pelaksana/Kader
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan
(BKB, BKR, BKL, PPKS, Kesejahteraan Keluarga
PIK-R dan Usaha (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
Peningkatan Pendapatan PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga Akseptor Ekonomi Keluarga/UPPKS)
(UPPKA)
14 | 04 | 2.02 Pelaksanaan dan 100% 100%
Peningkatan Peran Serta 4,230,900,000
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan
Keluarga
14 | 04 | 2.02 0001 | Penguatan Kebijakan Jumlah Organisasi yang 4 4
Daerah dalam rangka Mengikuti Penguatan Organisasi 709,200,000 Organisasi 172,500,000
Pemberdayaan dan Kebijakan Daerah dalam
Peningkatan Peran Serta rangka Pemberdayaan dan
Organisasi Peningkatan Peran Serta
Kemasyarakatan dan Mitra | Organisasi Kemasyarakatan
Kerja Lainnya dalam dan Mitra Kerja Lainnya
Pembinaan Ketahanan dalam Pembinaan
dan Kesejahteraan Ketahanan dan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, | Kesejahteraan Keluarga
PPPKS, PIK-R dan (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
Pemberdayaan Ekonomi PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)
14 | 04 | 2.02 0005 | Pemantauan Data dan Cakupan pemantaun data 1 Laporan 1 Laporan
Informasi Keluarga dan informasi Keluarga 1,677,000,000 335,400,000
Berisiko Stunting Berisiko Stunting (termasuk
(Termasuk remaja Calon remaja Calon
Pengantin/Calon PUS, Ibu Pengantin/Calon PUS, Ibu
Hamil, Pasca Hamil, Pasca salin/kelahiran,
salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Baduta/Balita)
14 | 04 | 2.02 0006 | Pendampingan Keluarga Jumlah Keluarga Berisiko 3 Laporan 1 Laporan
Berisiko Stunting Stunting (termasuk remaja 1,844,700,000 368,940,000
(Termasuk remaja Calon Calon Pengantin/Calon PUS,
Pengantin/Calon PUS, Ibu Ibu Hamil, Pasca
Hamil, Pasca salin/kelahiran,
salin/kelahiran, Baduta/Balita)
Baduta/Balita)
Jumlah
22,670,215,433 4,760,620,978
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

BAB Il

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu
indikatif disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Pemerintahan Daerah dan Kinerja
Program/ Kegiatan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)

URUSAN PEMERINTAHAN

WAJIB YANG TIDAK 22.670.215.433 23.270.076.684 599.861.251

BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PEMBERDAYAAN 14.226.740.233 14.714.926.484 488.186.251

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENUNJANG 100%

URUSAN PEMERINTAHAN 12.380.904.283 12.680.928.534 300.024.251

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan 100%

Perangkat Daerah 8.281.516.849 8.369.300.100 87.783.251

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang 38 Orang/bulan

ASN Menerima Gaji dan 8.281.516.849 8.369.300.100 87.783.251
Tunjangan ASN

Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Jasa 100%

Daerah Penunjang Urusan 591.701.250 643.542.250 51.841.000
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan 12 Paket

Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor 384.804.250 401.139.250 16.335.000
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan 4 Paket

Tangga Rumah Tangga yang 20.385.000 20.385.000 -
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang 2 Paket

dan Penggandaan Cetakan dan 60.534.000 59.724.000 (810.000)
Penggandaan yang
Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan

Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat 125.978.000 162.294.000 36.316.000
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang Milik 100%

Daerah Penunjang Urusan 235.181.000 271.971.000 36.790.000

Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah peralatan dan 37 unit

Lainnya mesin lainnya yang 235.181.000 271.971.000 36.790.000
diadakan

Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Peralatan 100%

Urusan Pemerintahan Daerah dan Perlengkapan 2.406.935.184 2.471.535.184 64.600.000
Kantor yang
disediakan,Jumlah
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga, Jumlah
Jasa yang disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan 3 Laporan

Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa 111.600.000 111.600.000 -
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan 12 Laporan

Umum Kantor Penyediaan Jasa 2.295.335.184 2.359.935.184 64.600.000
Pelayanan Umum Kantor
Yang disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah pemeliharaan 100%

Daerah Penunjang Urusan barang milik negara 865.570.000 924.580.000 59.010.000

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan 1 Unit

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau 40.100.000 40.700.000 600.000

Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 72 Unit

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau 501.970.000 504.980.000 3.010.000
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Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Pemeliharaan Mebel 1 unit
10.000.000 10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 78 Unit
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 67.500.000 78.400.000 10.900.000
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor 3 Unit
Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya 220.000.000 220.000.000
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 3 unit
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 26.000.000 70.500.000 44.500.000
Pendukung Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN 680.411.000 701.963.000 21.552.000
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan Jumlah advokasi 36 Perangkat
Pengarusutamaan Gender Penguatan Kelompok Daerah 70.708.500 70.708.500 -
(PUG) pada Lembaga Kerja PUG, Driver, Tim
Pemerintah Kewenangan Teknis dan Focal Point.
Kabupaten/Kota Pemilihan Perangkat
daerah, Desa dan
Kelurahan pelaksana
PUG terbaik.
Terbentuknya Desa
Ramah Perempuan dan
Anak
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah 36 Perangkat
Pendampingan Pelaksanaan yang Mengikuti Advokasi Daerah 29.704.500 29.704.500 -
PUG termasuk PPRG Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk
Perencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah 36 Perangkat
Pelaksanaan PUG Termasuk yang Mengikuti Sosialisasi Daerah 41.004.000 41.004.000 -
PPRG Kebijakan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk
Perencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan 9 Dokumen
Bidang Politik, Hukum, Sosial, 609.702.500 631.254.500 21.552.000
dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan -Persentase Anggaran
Partisipasi Perempuan di Bidang | Responsif Gender di 609.702.500 631.254.500 21.552.000
Politik, Hukum, Sosial dan Perangkat Daerah, Desa
Ekonomi dan Kelurahan
PROGRAM PERLINDUNGAN 100 %
PEREMPUAN 301.127.100 301.127.100 -
Pencegahan Kekerasan Meningkatnya cakupan 100 %
Terhadap Perempuan Lingkup Stakeholder dan 139.320.100 139.320.100 -
Daerah Kabupaten/Kota masyarakat yang
mendapat KIE terkait KtP
termasuk TPPO
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan 139.320.100 139.320.100 -
Program dan Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pencegahan Kekerasan Kebijakan, Program dan
Terhadap Perempuan Lingkup Kegiatan Pencegahan
Daerah Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Cakupan Penyediaan 100%
Lanjutan bagi Perempuan Layanan Rujukan 116.300.000 116.300.000 -
Korban Kekerasan yang Lanjutan bagi
Memerlukan Koordinasi Perempuan Korban
Kewenangan Kabupaten/Kota Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 100 Layanan
Pelaksanaan Penyediaan 116.300.000 116.300.000 -
Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Cakupan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Pengembangan 45.507.000 45.507.000 -

Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan

Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan
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Tingkat Daerah

Perempuan Tingkat

Kabupaten/Kota Daerah Kab./Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah sumber Daya 30 Orang
Daya Lembaga Penyedia Manusia Lembaga 45.,507.000 45.,507.000 -
Layanan Penanganan bagi Penyedia Layanan
Perempuan Korban Kekerasan Penanganan bagi
Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Mendapat Peningkatan
Kapasitas
PROGRAM PENINGKATAN Persentase 4,60%
KUALITAS KELUARGA Desa/Kelurahan yang 24.529.350 24.529.350 -
dapat melaksanakan
Pendampingan Kualitas
Keluarga (Terbentuk
PUSPAGA Desa/Lurah)
Peningkatan Kualitas Jumlah Peningkatan 100%
Keluarga dalam Mewujudkan Kualitas Keluarga dalam 10.062.300 10.062.300 -
Kesetaraan Gender (KG) dan Mewujudkan Kesetaraan
Hak Anak Tingkat Daerah Gender (KG) dan Hak
Kabupaten/Kota Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Jumlah Komunikasi, 1 Dokumen
Informasi dan Edukasi KG dan Informasi, Edukasi (KIE) 10.062.300 10.062.300 -
Perlindungan Anak bagi Kesetaraan Gender (KG)
Keluarga Kewenangan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota bagi Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
Penguatan dan Cakupan Penguatan dan 100%
Pengembangan Lembaga Pengembangan 14.467.050 14.467.050 -
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia
Peningkatan Kualitas Layanan Peningkatan
Keluarga dalam Mewujudkan Kualitas Hidup Anak
KG dan Hak Anak yang Kewenangan
Wilayah Kerjanya dalam Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah sumberdaya 100 Orang
Daya Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia 14.467.050 14.467.050 -
Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Peningkatan
Keluarga Tingkat Daerah Kualitas Keluarga yang
Kabupaten/Kota mendapat Peningkatan
Kapasitas Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Data Terpilah 20%
SISTEM DATA GENDER DAN Gender dan Anak pada 71.348.400 71.348.400 -
ANAK OPD
Pengumpulan, Pengolahan Jumlah peserta bimtek 2 Dokumen
Analisis dan Penyajian Data Penyusunan Data 71.348.400 71.348.400 -
Gender dan Anak Dalam Terpilah OPD, jumlah
Kelembagaan Data di Tingkat peserta bimtek
Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data
Terpilah Desa/Kel
,Jumlah Profil Kekerasan
Perempuan dan Anak
Penyediaan Data Gender dan Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen
Anak di Kewenangan Gender dan Anak 23.848.400 23.848.400 -
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
Tersedia
Penyajian dan Pemanfaatan Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Data Gender dan Anak dalam Penyajian dan 47.500.000 47.500.000 -
Kelembagaan Data di Pemanfaatan Data Gender
Kewenangan Kabupaten/Kota dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK Cakupan Indikator KLA Utama
ANAK (PHA) 531.061.100 697.671.100 166.610.000
Pelembagaan PHA pada Cakupan Pelembagaan
Lembaga Pemerintah, PHA pada Lembaga 401.874.000 482.984.000 81.110.000
Nonpemerintah, dan Dunia Pemerintah,
Usaha Kewenangan Nonpemerintah, dan
Kabupaten/Kota Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Organisasi 13 Organisasi
Pendampingan Pemenuhan Hak | Pemerintah, Non 89.695.000 170.805.000 81.110.000
Anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan
Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha yang
Media dan Dunia Usaha Mendapat Advokasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak
pada Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen
Pelembagaan Pemenuhan Hak Koordinasi dan 312.179.000 312.179.000 -

Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan
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Kabupaten/Kota

Penguatan dan Cakupan Penguatan dan 100%
Pengembangan Lembaga Pengembangan 129.187.100 214.687.100 85.500.000
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia
Peningkatan Kualitas Hidup Layanan Peningkatan
Anak Kewenangan Kualitas Hidup Anak
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang 100 Orang
Peningkatan Kualitas Hidup Mendapatkan Layanan 79.149.350 79.149.350 -
Anak Kewenangan Peningkatan Kualitas
Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Jumlah Dokumen 8 Dokumen
Informasi dan Edukasi Komunikasi Informasi dan 43.999.750 43.999.750 -
Pemenuhan Hak Anak bagi Edukasi (KIE) Pemenuhan
Lembaga Penyedia Layanan Hak Anak bagi Lembaga
Peningkatan Kualitas Hidup Penyedia Layanan
Anak Tingkat Daerah Peningkatan Kualitas
Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
Lembaga Penyedia Layanan Penguatan Jejaring Antar 6.038.000 91.538.000 85.500.000
Peningkatan Kualitas Hidup Lembaga Penyedia
Anak Tingkat Daerah Layanan Peningkatan
Kabupaten/Kota Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Anak Korban 100%
KHUSUS ANAK Kekerasan yang 237.359.000 237.359.000 -
Mendapat layanan
konprehensif
Penyediaan Layanan bagi Meningkatnya
Anak yang Memerlukan Pelayanan Korban 119.180.000 119.180.000 -
Perlindungan Khusus yang Kekerasan Anak, TPPO,
Memerlukan Koordinasi ABH
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah AMPK yang 100 Layanan
Layanan AMPK mendapat layanan 119.180.000 119.180.000 -
Penguatan dan Jumlah Penyediaan 2 Dokumen
Pengembangan Lembaga Layanan Bagi anak yang 118.179.000 118.179.000 -
Penyedia Layanan bagi Anak memerlukan
yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Perlindungan Khusus Tingkat yang memerlukan
Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Tingkat
Derah Kabupaten / Kota
Penguatan jejaring antar Jumlah kegiatan 1 kegiatan
lembaga penyedia layanan kerjasama antar lembaga 49.159.000 49.159.000 -
perlindungan bagi AMPK tingkat penyedia layanan AMPK
daerah kabupaten/kota
Peningkatan kapasitas SDM Jumlah SDM penyedia 90 orang
lembaga penyedia layanan layanan yang terlatih dan 69.020.000 69.020.000 -
perlindungan dan penanganan mendapatkan sertifikat
bagi AMPK tingkat daerah perlindungna dan
kabupaten/ penanganan AMPK
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN 8.443.475.200 8.555.150.200 111.675.000
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN -Persentase Rumah Data
PENDUDUK Kependudukan 219.800.000 219.800.000 -
Paripurna yang
terbentuk di Kampung
KB
Pemetaan Perkiraan Cakupan Pemetaan
Pengendalian Penduduk Perkiraan Pengendalian 219.800.000 219.800.000 -
Cakupan Daerah Penduduk Cakupan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi 9 Dokumen
Keluarga Keluarga yang 86.000.000 86.000.000 -
Tersedianya
Pencatatan dan Pengumpulan Jumlah laporan 2 Laporan
Data Keluarga Pencatatan dan 121.800.000 121.800.000 -
Pengumpulan data
Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data | Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Pengendalian Lapangan dan Pengolahan dan 12.000.000 12.000.000 -
Pelayanan KB Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan
dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN Persentase Kebutuhan
KELUARGA BERENCANA ber KB yang Tidak 3.490.245.200 3.601.920.200 111.675.000
(KB) Terlayani( Unmetneed )
Pelaksanaan Advokasi, Cakupan Pelaksanaan 100%
Komunikasi, Informasi dan Advokasi, Komunikasi, 740.852.200 852.527.200 111.675.000
Edukasi (KIE) Pengendalian Informasi dan Edukasi
Penduduk dan KB Sesuai (KIE) Pengendalian
Kearifan Budaya Lokal Penduduk dan KB sesuai
kearifan Budaya lokal
Pengendalian Program KKBPK Jumlah laporan hasil 6 Laporan
pengendalian program 140.000.000 175.750.000 35.750.000
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KKBPK

Pengelolaan Operasional dan Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan
Sarana di Balai Penyuluhan Pengelolaan Operasional 49.600.000 49.600.000 -
Bangga Kencana dan Sarana di Balai
Penyuluhan Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)
Pelaksanaan Mekanisme Jumlah Laporan 3 Laporan
Operasional Program Bangga Mekanisme Operasional 82.700.000 82.700.000 -
Kencana melalui Rapat Program Bangga Kencana
Koordinasi Kecamatan (Pembangunan Keluarga,
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Kependudukan, dan
Desa (Rakordes), dan Mini Keluarga Berencana)
Lokakarya (Minilok) Melalui Rapat Koordinasi
Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Promosi dan KIE Program Jumlah Dokumen Promosi 7 dokumen
Bangga Kencana Melalui Media dan KIE Program Bangga 150.000.000 150.000.000 -
Massa Cetak dan Elektronik Kencana (Pembangunan
serta Media Luar Ruang Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)
Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta
Media Luar Ruang
Komunikasi, Informasi dan Jumlah Dokumen 6 dokumen
Edukasi (KIE) ProgramBangga Komunikasi, Informasi dan 92.574.200 96.124.200 3.550.000
Kencana sesuai Kearifan Edukasi (KIE) Program
Budaya Lokal Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
Advokasi Program Bangga Jumlah Organisasi yang 4 organisasi
kencana oleh pokja advokasi Mendapatkan Advokasi 225.978.000 298.353.000 72.375.000
kepada Stakeholders dan Mitra Program Bangga Kencana
Kerja (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
kepada Stakeholders dan
Mitra Kerja
Pendayagunaan Tenaga Cakupan Pemberdayaan 100%
Penyuluh KB/Petugas Tenaga 301.000.000 301.000.000 -
Lapangan KB (PKB/PLKB) PenyuluhKB/Petugas
Lapangan KB(
PKB/PLKB )
Penggerakan Kader Institusi Jumlah Kader yang 43 orang
Masyarakat Pedesaan (IMP) Mengikuti Penggerakan 129.000.000 129.000.000 -
Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan
Penyuluhan, Penggerakan, Penguatan Pelaksanaan 172.000.000 172.000.000 -
Pelayanan dan Pengembangan Penyuluhan,
Program Bangga Kencana untuk | Penggerakan, Pelayanan
Petugas Keluarga dan Pengembangan
Berencana/Penyuluh Lapangan Program Bangga Kencana
Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga,
(PKB/PLKB) Kependudukan dan
Keluarga Berencana)
untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan 2.383.243.000 2.383.243.000 -
Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang 2.515 orang
Penggunaan Metode Mengikuti Kesertaan 770.485.000 770.485.000 -
Kontrasepsi Jangka Panjang Penggunaan Metode
(MKJP) Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
Penyediaan Sarana Penunjang Jumlah unit Sarana 43 unit
Pelayanan KB Penunjang Pelayanan KB 1.502.808.000 1.502.808.000 -
Pembinaan Pelayanan Keluarga Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan
Berencana dan Kesehatan Pembinaan Pelayanan 45.000.000 45.000.000 -
Reproduksi di Fasilitas Keluarga Berencana dan
Kesehatan Termasuk Jaringan Kesehatan Reproduksi di
dan Jejaringnya Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kompetensi Jumlah Tenaga Pelayanan 100 orang
Tenaga Pelayanan Keluarga yang Mengikuti 64.950.000 64.950.000 -
Berencana dan Kesehatan Peningkatan Kompetensi
Reproduksi Tenaga Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
Pemberdayaan dan Pelaksanaan dan 100%
Peningkatan Peran Serta Pengelolaan KKBPK di 65.150.000 65.150.000 -

Organisasi Kemasyarakatan

Kampung KB
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Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Integrasi Pembangunan Lintas Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
Sektor di Kampung KB Integrasi Pembangunan 3.750.000 3.750.000
Lintas Sektor di Kampung
KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan Jumlah Kampung KB yang 4 Kampung
Program Bangga Kencana di Mengikuti Pelaksanaan 61.400.000 61.400.000
Kampung Keluarga Berkualitas dan Pengelolaan Program
Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di
Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Keluarga 16%
DAN PENINGKATAN yang melaksanakan 4.733.430.000 4.733.430.000
KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pengasuhan dan
Pendampingan
Pembentukan Karakter
(BKB,BKR,BKL)
Pelaksanaan Pembangunan Cakupan Pelaksanaan 100%
Keluarga Melalui Pembinaan Pembangunan Keluarga 502.530.000 502.530.000
Ketahanan dan Kesejahteraan melalui Pembinaan
Keluarga Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pengadaan Sarana Kelompok Cakupan Pelaksanaan 25 Unit
Kegiatan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga 300.000.000 300.000.000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, melalui Pembinaan
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Ketahanan dan
Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga
Keluarga Akseptor (UPPKA)
Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah Kader yang 128 orang
Pelaksana/Kader Ketahanan Mengikuti 202.530.000 202.530.000
dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi/Pelatihan Teknis
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Pelaksana/Kader
dan Usaha Peningkatan Ketahanan dan
Pendapatan Keluarga Akseptor Kesejahteraan Keluarga
(UPPKA) (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan 100%
Peran Serta Organisasi 4.230.900.000 4.230.900.000
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
Penguatan Kebijakan Daerah Jumlah Organisasi yang 4 Organisasi
dalam rangka Pemberdayaan Mengikuti Penguatan 709.200.000 709.200.000
dan Peningkatan Peran Serta Kebijakan Daerah dalam
Organisasi Kemasyarakatan dan | rangka Pemberdayaan
Mitra Kerja Lainnya dalam dan Peningkatan Peran
Pembinaan Ketahanan dan Serta Organisasi
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kemasyarakatan dan Mitra
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Kerja Lainnya dalam
Pemberdayaan Ekonomi Pembinaan Ketahanan
Keluarga/UPPKS) dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pemantauan Data dan Cakupan pemantaun data 1 Laporan
Informasi Keluarga Berisiko dan informasi Keluarga 1.677.000.000 1.677.000.000
Stunting (Termasuk remaja Berisiko Stunting
Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu | (termasuk remaja Calon
Hamil, Pasca salin/kelahiran, Pengantin/Calon PUS, Ibu
Baduta/Balita) Hamil, Pasca
salin/kelahiran,
Baduta/Balita)
Pendampingan Keluarga Jumlah Keluarga Berisiko 3 Laporan

Berisiko Stunting (Termasuk
remaja Calon Pengantin/Calon
PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Stunting (termasuk remaja
Calon Pengantin/Calon
PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

1.844.700.000

1.844.700.000

22.670.215.433

1.523.451.251
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BAB IV
PENUTUP

Rankhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Tahunan dimana tahapan
penyusunan meliputi, penyiapan rancangan awal, penyiapan rencana kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Rankhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Denpasar Tahun 2024 menjelaskan priorotas pembangunan yang akan menjadi
fokus program tahun 2024 beserta sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan.

Rankhir Rencana Kerja Perubahan 2024 diberlakukan sejak tanggal
penetapan sampai 31 Desember 2024 dan hasilnya digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rancangan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk dapat secara optimal merealisasikan program — program yang telah
direncanakan dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini tentu sangat
dipengaruhi oleh pendanaan yang memadai, sehingga sangat diperlukan kejelian
dalam menentukan prioritas  program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang

tersedia.

Denpasar, 11 Juli 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan
gan Anak, Pengendalian Penduduk
efdzrga Berencana Kota Denpasar,

el

v(%béti Agqung Sri Wetrawati, M.Si

A °Z" Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001
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